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BUPATI OGAN KOMERING UL SELATAN
PROVINST SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN
NOMOR Y2 TAHUN 2020

TENTANG

TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

. Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 lentang
Penerapan Standar Pelayanan Minimal, perlu menetapkan
Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan tentang
Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal di
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;

Mengingat - 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur,
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten
Ogan llir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347),

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

. Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daecrah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6178);




5.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018
tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);

Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat
Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Lembaran
Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun
2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan
Komering Ulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan
Komering Ulu Selatan Tahun 2019 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINTMAL KABUPATEN
. OGAN KOMERING ULU SELATAN.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam PPeraturan Bupali ini yang dimaksud dengan :

dis
2.

(1)

Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Selatan.
Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk
memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang selanjuthya
disebut dengan Penerapan SPM adalah pelaksanaan SPM
yang dimulai dari tahapan pengumpulan data,
penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar,
penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar dan
pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.

BAB II
TIM PENERAPAN SPM

Pasal 2

Tim Penerapan SPM Kabupaten berkedudukan di Bagian
Tata Pemerintahan dan Kerja Sama Sekretariat Daerah

Kabupaten.




(2) Susunan keanggotaan Tim Penerapan SPM sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas :

a. penanggung jawab : bupati;

b. ketua . sekretaris daerah;

c. wakil ketua : kepala badan  perencanaan
pembangunan daerah, penclitian
dan pengembangan kabupaten;

d. sckretaris : kepala bagian tata pemerintahan
dan kerja sama kabupaten; dan
e. anggola : kepala perangkat daerah

kabupaten yang membidangi
urusan pemerintahan  wajib
terkait Pelayanan Dasar,
pengelola keuangan daerah,
inspektorat, dan/atau sesual
dengan kebutuhan,

(3) Pembentukan Tim Penerapan SPM sebagaimana dimaksud

dalam ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan
Bupati.

BAB 111
TUGAS

Pasal 3

Tim Penecrapan SPM sebagaimana dimaksud pada Pasal 2
mempunyai tugas:

a.
b.

menyusun rencana aksi penerapan SPM;

melakukan koordinasi penerapan SPM dengan Perangkat
Daerah pengampu SPM;

mengoordinasikan pendataan, pemutakhiran dan
sinkronisasi terhadap data terkait kondisi penerapan SPM
secara periodik;

mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen
perencanaan serta mengawal dan memastikan penerapan
SPM terintegrasi ke dalam RKPD dan Renja PD termasuk
pembinaan umum dan teknisnya,

mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen
penganggaran serta mengawal dan memastikan penerapan
SPM terintegrasi ke dalam APBD Kabupaten;
mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan  sumber
pendanaan dalam pemenuhan penganggaran untuk
penerapan SPM Kabupaten;

mengoordinasikan perumusan strategi pembinaan teknis
penerapan SPM Kabupaten,

mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi SPM
Kabupaten,

melakukan sosialisasi penerapan SPM kepada perwakilan
masyarakat sebagai penerima manfaat;




j. menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat
terkait penerapan SPM dan mengkonsolidasikan laporan
penerapan dan pencapaian SPM Kabupaten, termasuk
laporan yang disampaikan masyarakat melalui  sistem
informasi pembangunan dacrah yang terintegrasi; dan

k. mengoordinasikan  pencapaian  berdasarkan  laporan
penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten dan melakukan
analisis sebagai rekomendasi untuk perencanaan tahun
berikutnya.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 4

Pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan tugas Tim
Pencrapan SPM dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten dan sumber lainnya yang sah dan
tidak mengikat.

BAB V
PELAPORAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 5

(1) Pelaporan Penerapan SPM dimuat dalam laporan
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan disampaikan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Materi laporan Penerapan SPM paling sedikit memuat hasil,
kendala dan ketersediaan anggaran dalam penerapan SPM.

(3) Bupati menyampaikan laporan SPM Kabupaten kepada
gubernur dengan tembusan kepada Menteri melalui Direktur
Jenderal Bina Pembangunan Daerah.

Pasal 6

(1) Pemerintah Kabupaten menyampaikan laporan Penerapan
SPM paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran
berakhir.

(2) Laporan Pemerintah Kabupaten merupakan dasar bagi
penetapan insentif dan disinsentif daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 7

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan penerapan SPM
Kabupaten.

Pasal 8
Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan mengenai pembinaan dan pengawasan

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.,




BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar sctiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Ditetapkan di Muaradua

pada tanggal (8§ September 2020
LBUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,,/
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. Diundangkan di Muaradua
pada tanggal [8 September 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU SELATAN,

H. ROMZI

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELLATAN
TAHUN 2020 NOMOR 4%




